
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA DINAS KESEHATAN

PUSKf,SMAS WAODE BURI
Jl Poros Ereke Waode Buri, Desa Wamboule, Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara

Menimbang

Mengingat

f-rrail : $aodcburi kesmas ail Node Pos 936'12

KEPUTUSANKEPALA PUSKESMASWAODEBURI
NOMOR | 440 /oo1/ purt4 - wD o/ T / 2-u14

TENTANG
PEI\IETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUSKESMAS WAODE BURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS WAODE BURI,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

sesuai dengiul asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait

dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan

publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan

kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf 4
perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Waode Buri tentang

Standar Pelayanan pada Puskesmas Waode Buri;

l. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No 75 Tahun 2014 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat 
,..

4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No 44 Tahun 201 6 Tentang

pedoman Manajemen Puskesmas

5. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan Organisasi, T'tZy,Dn Fungsi serta tata kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara ( Berita Daerah Kabupaten

Buton Utara Tahun 2016 Nomor 46)



Menetapkan

KESATU

KEDTJA

KETIGA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAODE BURI TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS

WAODE BURI

Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Waode Buri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU

keputusan ini meliputi :

l. Standar Pelayanan Pendaftaran

2. Standar Pelayanan Publik Ugd

3. Standar Pelayanan Publik Aptek

4. Standar Pelayanan Publik Laboratorium

5. Standar Pelayanan Publik Poli Umum

6. Standar Pelayanan Publik Kia/Kb

7 . Standar Pelayanan Publik Poli Gigi Dan Mulut

8. Standar Pelayanan Publik Mtbs

9. Standar Pelayanan Publik Ruang Bersalin

Uraian standar pelayan sebagaimana diktum KEDUA Sebagaimana

Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliman dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamboule

: ts lamlai 2024Pada T
Kepala Waode Bun,{

lt \

DEWI PURNAMA SHANTY.Str.Keb
NIP. I 9891 205201 l 0 l 2009
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS WAODE BURI

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

XoBlroaen Uraiatr

1 Produk Pelayanan I Pendaftarar Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
Pusat Kesehatan Masyarakat;

2Ol9 tentang

2 Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/III/ 2008
tentang Rekam Medis.

Pengguna layalan (pasien) datang dengan membawa :

1 Ka-rtu identitas : KTP, KK atau K I A

Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
Percyaratan
pelayanarr

3 Karhr BPJS Kesehatan (baei vans memiliki)

Pasien Baru

1 Pasien datang

2
Pasien melakuksn pendaft€ran melalui petugas di bagian
pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS
Kesehatan [iika ada) untuk mendapat nomor RM

3
Pasien
dituju

mendaft r di Irket penda.ftaran dan memilih poli yang

4 Pasien mendapati<an nomor antrian
5 Pasien menunggu panggilan poli

Pasien l,ama

1 Pasien datanc

2
Pasien
dituju

mendaftar di loket pendaft€ran dan memilih poli yang

Pasien mendapat-kan nomor antrian

4

Pasien menunggu panggilan poli4
PasienBaru:5- 1O menit5

Jangka Waktu
Penyelesaian Pasienl,ama:5menit

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehat n Di Rumah Sakit Umum
Daerah Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Buton Utara

6 Biaya/Tarif

I Ruang tunggu dilengkapi televisiSarana, Prasarana
dan/atau fasittas 2 Komputer,Kipas dan iaringan internet

8 Kompetensi Pelaksana 51 Kesehatan masyarakat, dan Profesi Ners yang memiliki surat tanda
I Supervisi oleh atasan langsung
) Dilakukan sistem pengendalian9 Pengawasan Internal

mutu intemal oleh auditor internal puskesmas
Minimal S 1 SKM : l orang Ners: l Orang10 Jumlah Pelal<sana

11 Jaminan Pelayanan
Pelayanan yang diberikan seca.ra cepat, aman, dan dapat
dioertanesunsiawabkan lsesuai dencan standar pelayalan)

1
Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanal
Puskesmas

2
Evaluasi berdasarkan
kinerja dan kedisiplinan

pengawasan atasan langsung terkaitEvaluasi Kinerja
Pelaksala

3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

I
I

Kepala Puskesm.s Waode Buri,

lica

DEWI PURNAMA SHANTY. S.Tr.Keb

I{o

1

2

2
3

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

t2
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Standar Pelayanan Poli Umum

No KoEpoleE Ural,an

1 Produk Pelayanan

1 Konsultasi Dokter
2

3 Tindakan medis
4 Surat Rujukan
5 Surat Keterangan Kesehatan

2 Dasar Hukum

1
Undaag-Undalg Republik Indonesia Indonesia Nomor 38
Tahun Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Kebidanan;

2 Undang-Undang Republik 2014 tentang Keperawatan;
3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang ka-lcik Kedokteran;

5
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2019 Tentang Puskesmas;

6
Peraturan
Tahun 20 15
Pertama;

Menteri
tentang

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
Akreditasi fasittasKesehatanTingkat

7
Peraturan
Rujukan

Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2012 tentang Sistem
Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Persyaratan Pelayanan Tersedianya Rekam Medis Pasien

4

Sistem, Mekanisme
dan

1 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian

2 Petugas memastjkan identitas pasien sesuai dengan rekam medis

3 Petugas melakukan alamnesis
4 Petueas melakukan oengukural tekaral darah
5 Petugas melakukan pemeriksaan / tindalansesuai prosedur
6 Petugas menentukan diagrosis
7 Petugas memberikan terapi/tindak laniut yarlg sesuai

5
Jangka Waktu
Penyelesaian

Sesuai Kasus

6 Biaya/tariff Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor I Tahun
2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

7
Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas

1 Ruarg pemeriksaan / Ruang tindakan
2 Rualg periksa anak
3 Peralatan medis pendukung
4 Ruang tunggu pasien

8 Kompetensi Pela-ksana
1 Dokter Umum yang memiliki surat iiin praktek

2
DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda
regstrasi dan sesuai denRan kewenanqannya

9 Pengawasan Intema.l
1 Supervisi oleh atasan langsung

2
Dilakukan
puskesmas

sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

Jumlah Pelaksala Dolrter Umum : minimal 1 orang
Perawat/bidan : minimal 1 orang

11 Jaminan Pelayanan
Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

Evaluasi Kinerja
Pela-ksana

1
Evaluasi kine{a dilakukan melalui lnkakarya Mini Bulanan
hrskesmas darr Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

2
Evaluasi berdasarkan
kinerja dan kedisiplinan

pengawasan atasan langsung terkait

Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 ta-hun sekali

Kepala Puskesmas Waode Buri.

WI
NrP.r989l205 20r r0l 2 009

Pemeriksaal Medis

Prosedur

10
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3.Standar Pelayanan Kes€hatan Gigi dan Mulut

IYo KoEpoaeI Uraia!
1 Produk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

2 Dasar Hukum

,| Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2O
Tahun 2016 tentang lzin Penyelenggaraan Prakter Terapis
Gigi dan Mulut;2

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 Tentang puskesmas;

4

Peraturan
Tahun 2015
Pertama.

Menteri
tentang

Kesehatan Republik lndonesia Nomor 46
Akreditasi fasilitas KesehatanTingkat

3 Persyarat Jr pelayanan Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan lntemal

4
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1 Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut

2 Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik

Petugas melakukan alamnesa dan pengukuran tekanan darah

4
Petugas
pasien

melakukal pemeriksaan sesuai dengan keluhan

5
Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas
untuk pasien bam, untuk pasien lama dilaljutkan
pemeriksaan sesuaikeluhan

6 Petugas menentukan diagrosa penyakit

7
Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan
kebutuhan pasien

8
Petugas melakukan tindalen jika memang diperlukan, resep
untuk pasien premedikasi

5 Jangka Waktu
Penyelesaian

Sesuai Kasus

6 Biaya/tanf Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun
2024 "tefi.angPajak Daerah Dan Retribusi Daerah

7
Sarala, Prasarana
dan/atau fasilitas

1 Ruang pemeriksaan gigi
2 Alat medis pendukung

a Kompetensi Pela-ksana

1 Dokter Gisi yans memiliki STR dan SIP
2 DnI/ DMeperawatan Gisr yang

memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

9 Pengawasan Internal

1 Supervisi oleh atasan langsung
2 Dilakukan sistem pensendalian mutu

internal oleh auditor internal
puskesmas

l0 Jumlah Pelalsana DokterGigi: l orang
Perawat Gigi : Minimal I oralg

l1 Jaminan Pelayanar
Pelayanan yaJlg diberikan secara cepat, aman, dan dapat
dipertanggungiawabkan (sesuai denganstandard pelayanal)

t2 Evaluasi Kinef a
Pelaksana

1

Evaluasi kinerja dilalcukan melalui

t okakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen

2
Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
kineria dan kedisiplinarr

3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Puskesmas Waode Buri.

rrrrll PURNAMA SIIANTY. STr.Keb
NrP.1989r205 201 t0t 2 009
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STANDAR PEL"AYANAN PUBLIK
PUSKESMAS WAODE BURI

Kesehatan Ibu dan Anak

I{o KoEpolel UraLr
1 Produk Pelayanan Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan KesehatanReproduksi,

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
kebidanan;

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2oo9Tentang Kesehatan;

3
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 tentang Puskesmas;

3
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Taltun
2015 tentang Alreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

2 Dasar Hukum

Tersedianya Rekam Medis Pasien

Buku KIA/KMSPersyaratan Pelayanan

I Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2 Petugas memastikan identitas pasiensesuai dengan rekam medis

Petugas melakukan anmnesa
4 Petugas melakukan pengukuran vital sign
5 Petusas delakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur

4
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

6
Petugas melakukan
yarg perlu tindallaniut

kolaborasi dengan dolrrteruntuk kasus

5
Jangka Waktu
Penyelesaian

Sesuai Kasus

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun
2Q24 TentangPajak Daerah Dal Retribusi Daeralt6 Biaya/ tarif

1 Ruang pemeriksaan KIA dan KB
2 Rualg Imunisasi
3 Alat medis pendukung
4 Ruang tunggu

7
Sarana, Prasarala
dan/atau fasilitas

Ruang Lali:tasi

8 Kompetensi Pelaksana
DIII/ DfV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai
dengan kewenangamya
1 Supervisi oleh atasan lalgsung

9 Pengawasan Internal
2

Dilakukan sistem pengendalian mutu intema.l
interna-l puskesmas

oleh auditor

Jum.[a]r Pela-ksala Bidal:Minimallorang10

11 Jaminan Pelayanan
Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan daPat
dipertangzungiawabkan (sesuai dengan staldard pelayanan)

1
Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulaaan
Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

2
Evaluasi berdasarkal
kinerja dan kedisiplinan

pengawasan atasan langsung terkaitt2 Evaluasi Kine{a
Pelaksana

3 Survei indeks kepuasal masyarakat setiap 1 tahun sekali

Kepala Puskesmas Waode Bui.

'./

NIP.l989l205 20r r0l 2 009
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STANDAR PEI.AYANAN PUBLIK

PUSKESMAS WAODE BURI

5. Staldsr Laboratorlura
KoEpone! UraLn

I Hematologi meliput : darah rutin, Hb,
Rolonsart darah, LED, hituns ienis
leukosit, dan malaria

) Urinali.sa meliputi : urin ruitn dan tes kehami.lar
3 Immunologi-Serologi meliputi HIV/AIDS, SJaphilis, darl Hepatitis B

1 Produk Pelayanan

4 Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM

1
Keputusan Menteri Kes€hatan Nomor 37 Tahun 2012
tentangpenyelengga.raan laboratoriuBkeaehatanBasyarakat;

2 Dasar Hukum
a

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/ MENKES/ SK/VII /20O9
tentang pengiriEarr pcnggunaan specimen klinis, materi biologi dan
muatan informasinya.

3 Persyaratan Pelayanan Surat permintaan pemeriksaan laboratorium

Pasien datang
Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan

3
Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register
laboratoriua

4 Pasien dipangqil sesuai nomor urut
Petugas melakukan pengambilan sampel danpenerimaan sampel

6
Pasien merlunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan
diminta untuk melakukan pembayaian di kasir terlebih dahulu

7 Proses pemeriksaan laboratorium

4
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

8
Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk
dikonsultasikan.

Mengacu pada SK Kepala DinaE Kesehatan Buton Utara Nomor:
4401066/112023 Mengerrai lndikator Mutu dan Kineda Puskesmas5

Jangka waktu
Penyelesaian

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 90 &enit

6 Biaya/tarif Sesuai dengan Peratu-ran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun
2O24 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1 Ruang peugambilan sampcl
|) RuanR p€meriksaan laboratorium
3 Peralatan laboratorium p€ndukung7

Ssrana, Prasaiana
dan/ atau fasilitas

4 Ruang tunggu pasien

8 Kompetensi Pelaksana
Teknologi laboratorium (ATLM) yang memil:iki surat regi$tra$i

sesuai kewenangannya
Ahli
dan

1 Supersisi oleh atasan langaung
9 Pengawasan Internal Dilakukan sistem pengendalian mutu internal

puskesmas
oleh auditor

10 Jurnlah Pelaksana Minimal 1 oralg analis laboratoriun

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,
dipertsnggungiawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)

darl dapat

1
Evaluasi kineia .lilakrrkea takakarya Miai Bulanan Puskesmas dan
Rapat TinjauanManajemen

, Evaluasi berdasarkan pengawasan
atasan langsung terkait kine kedisiplinan

Evaluasi Kineia
Pelaksana

Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Kepala Puskesmas waode Buri.

DEWI PURNAMA SHANTY. S.Tr.Keb
NIP.l9t9l205 201 t0t 2 009
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PUSKESMAS WAODE BURI

6. Staadst KehrEasla!
KoEt o!c! Urslrn

I Pelayanan obat racikar
, Pelayanan obat non racikanProduk Pelayanan

3 Pemberian iaformasi obat (PIO)

I
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2OO9
tentans narkotika;

) Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1997
tentang psikotiopika;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2OO9 Tentang pekeriaankefarmasiar;

I Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahua 2020 tentang
Peribahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
2016 tentang Starldar PelayaDa.o Kefaroaaian di Puskesmas.

I Pelayanan obat racikan

2 Pelayanart obat non racikan) Produk Pelayanan

3 Pemberian informasi obat (PIO)
Persyaratan Pelayaran Resep dari poli

1 Pasien menaruh resep di Farmasl
2 Petucas menuliskan nomor urut pada lembar resep
3 Pasien menunggu samoai dipangril sesuaiurutan kedatansan
4 Petucas mela-kukar screening resep
5 Petugas menyiapkan obat sesuai dengal permintaan pada resep

6
Petugaa memanggil pasien sesuai dengan urutannama

7
Petugas Eenyeraikan obat disertai pemberian informasi atau
konselins keoada oasien

SisteB, Mekanisme
dan Prosedur

Mengacu pada SK Kepala Puskesmas
Mengacu pada SK Kepa.la Dinas Kesehatan Buton Utara Nomor:
44010661112023 Mensenai Indikator Mutu dan Kineria Puskesmas

I enyiapan Resep non racikan < 10 menit per I lembar resep
5

Jangka Walfir
Penyelesaian

PenviaDan Resep racikan < 20 menit perl lembar resep

6 Biaya/ tarif Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara NoEor 1 Tahun
2024 "leDtangPajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1 Ruang penyiapan obat
Ruans Demberian informasi obat

3 Gudang penyinpanan obat7
Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas

4 Alat medis p€ndukung

I Apoteker yang Eemiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin
Praldek ADoteker8 Kompetensi Pelaksana

Tenaga Telsds Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
I Supervisi oleh atasan langsung

9 Dilakukan sisteE pengendalian Eutu intemal
internal puskesmas

oleh auditor

10 Jumlah Pelaksana
Minil3al 2 orang tenaga farEasi untuk double checkiDg obat yalg akan
diserahkan kepada pasien

11 Jaminan Pelayanan
Pelayanan yang diberikan secara cepat, €nuan, dan dapat
dipertanggungiawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

Evaluasi kinerja dilakukan lakakarya Mini Bulanan Puskesmas dan
Raoat TiniauanManaiemen

c Evaluasi berdasarkan pengawasan
atasan langsung terkait kine kedisiplinan

3 Survei indeks kepuasan Easyat'akat setiap I tahun seka-li

l2 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

DEwl PURNAMA SHANTY, S-Tr.Keb
NIP. t 989t 205 201l0l 2 009

3

4

4

,

Pengawasan Interna.l

1

Kepala Puskesmas waode Bufi,
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7. ATAITDAR PEIJTYAIIAII IGD
I{o l(oEDollcn Uratcl
I Produk Pelavaran Layaran Gawat Darurat

a Dasar Hukum

1
Undang-Undang Republik
Nornor 4 Tahrrn 2f}19

lndonesialndonesia Nomor
tentEno Kct i.lrner':

38 Tahun

2 Undang-Undang Republik 20 14 tentarrS Keperawatan;

3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan;

4
Uadang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang
Praldik Kedolderan;

5
Peraturan Mcntcri Kesehatan Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun
2O 19 Tentanc Puskesmas;

6
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2Ol5 tentang Alrreditasi fasilitas Keaehatan Tingkat Pertama;

7
Peraturan Menteri
Sistem Rujukan

Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
Pelayanan Kesehatan Perseorangan

tentang

8
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Puskesmas Dan
Jarinsannva Di Kabupaten Buton Utara

3 Persyaratan pelayanan

Pengguna layanar (pasien) datang dengan membawa
1 Kartu identitas : KTP, KK atau K I A
, pasien lama
3 Kartu BPJS Kesehatan (basi vane memiliki)
4 Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Dokter

Sistem, Mekani8me,
dan kosedur

Pasien Baru
1 Pasien datang

a
Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas
pendaftaran dengan oenunjukkan kartu identitas dan
Kesehatan (iika ada) untuk mendapat nomor RM

di
kartu

bagran
BPJS

3
Pasien/keluarga menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi
dan kelenfr<apan persya.ratan lainnva

4
Petugas IGD ( Dokter Ja8a, Perawat, Bidan ) melakukan anamnesis
terhadaD Dasien
Sesusai dengan kondisi pasien, pasien dapat dikonsulkan
dencan dolder iara

6
Sesuai dengan kondisi pasien, jika bisa ditangani akan dilakukan terapi
atau layanan klirds

7 Pasien pulanc atau rawat inap
8 Sesuai dengan kondisi pasien, jika tidak bisa ditangalri af<an dirujuk di RSUD

5 Jangka wal.tu
Penyelesaian

Sesuai l(asus

6 Biaya/Tarif
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun
2024 "lerltorrr Paiak Daerah Dan Retribusi Daerah

7
Sa.ra!a, Prasarana
dan/ atau fasilitas

1 Ruang tunggu
, Ruang Pemeriksaan
3 Ruang Tindakan

8 KoEpetensi Pelaksana

I Dolder Umum vang memi.liki surat iiin DraLek praldek

o DII/D4/S1 Keperawatan yang meoiliki surat tanda registrasi dan
sesuai dengan kewenanEa.olva

3
DnI/D4/Sl Kebidanan yang memiliki surat tanda registiasi dan sesuai
deagaa kewenangannya

Pengawasan Intema.l
1 SuDervisi oleh atasan lanqsunq

Dilakukarr sistem pengenda.lian
mutu intemal oleh auditor internal puskesmas

Jumlah Pelaksana
Dolder I orang
Minil1al I Perawat dan 1 Bidan

l1 Jarninan Pelayanan
Petayanan ysng dibaiikan secara cepat, aman, darr dapat
diDertanccunsiawabkan (sesuai densan startdar Delavanan)

l2 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1
Evaluasi kineda dilakukan melalui Lokakarya Mirri Bulanan Pu dan Rapat
Tiniauan Mariaiemen setiaD 6 butran sekali

2
Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
kedisiplinan
Survei indeks kepuasa-n masyarakat setiap 1 tahun sekali

la rusKesmas waooe t un.

NIP.l9t9l205 20t t0r 2 009
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@
PEUERIITTAH XISUPATEII BUTOI{ UTARA

DIITAA XEAEHATA.IT
PUAKEAIAS WAODE BURI

JL Poros Ercke lf,aode Burl Kodc Po. 93672
pkmwaodebur i@Rmail.com

S.Sudrr MTBS

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSKESMAS WAODE BURI

IAITA'EIEII TERPADU BALITA AAXIT
Ko!rIroDGa Urrta!

I Pelayanan kesehatan umum balita
2 Pemeriksa€I l,aboratorium
3 eksterna.lRu ukan intemal

1 Produk Pelayanan

4 obatPere

I Undang-Undang Repubtik Irrdonesia Indonesia Nomor 38 Talun NoDor
4 Tahun 2019 tentarg Kebidanan;

2 Un blik 2014
3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehaten;

4
Undang-Undang Republik Indonesia NoBor 29 Tahun 2OO4 tentarg
Praktik Kedolrteral;

5
Peraturan Menteri Kesehatan Repubtk Indonesia Nomor: 43 Tahun

tang Puskesmas;2O 19 Ten

6
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
tentang Alseditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Perta.ma;

2 Dasar Hukum

7
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2012 tentang Siste
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangat.

Persyaratan Administrasi :

1 Pasien membawa Kartu JKN/BPJS/ASKES bagi yang memiliki3 Persyaiatan Pelayanan
.' Pasiea membawa lembar rujukan dari Pelayanan Umum bila ada

1 Pasien datanc

2
Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian
pendaftaian dengan menunjukkan kartu identitas dan karhr BPJS
Kesehatan (iika ada)

3 Pasien/keluaisa di arahkan keruans Poli MTBS

4
Petugas MTBS ( Dokter Jaga, Perawat, Bidan ) melakukan a-namnesis
terhadap pasien
Sesusai dengan kondisi pasien, pasien dapat dikonsulkan
densan Detu(as Gizi tnaupur LaboratoriuE5

6 Sesuai dengan kondisi pasien, pasien akan di beri resep ke apotik
7 Pasien pulang

4
Sistem mekanisme darr
prosedur

15 Menit5 Jangka Waktu

Biaya/ Tarrl
Sesuai dengan Peratura! Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1

Tahun 2024 Tentarg Paiak Daerah Dan Retribusi Daerah6

1 Ruang tunggu
Ruang Pemeriksaan7

Sa.rana, Prasarana
dan/atau fasilitas

3 Ruang Tindakan
I Dokter Umum vang memiliki surat ijin pra.ldek

2
Dnl/D4/Sl Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi
dan sesuai dengan kewenangannya8 Kompetensi Pelaksana
DIII/D4/S1 Kebidanan yang meEiliki surat tanda registrasi
dan scsuai dengan kewenangannya
SuDerisi oleh atasan lanqsungI

9 Pengawasan Intemal Dilakukan sistem
internal Duskesmas

p€ngendalian mutu internal oleh auditor

Dokter : 1 orang
Minil1lat 1 Perawat dan 1 Bidan10 Jumlah Pelaksara

Pelayanan yang diberikan secaia cepat, ama!, dan dapat
dipertanggungiawabkan (sesuai dengan standa.r pelayanan)t1 Jaminan Pelayanan

I Evaluasi kine{a dilakukan melalui lokakarya Mird Bulanan Pu darr
Rapat Tinjauan Maflajemen setiap 6 bulan sekali
Eva.luasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kineda
dan kedisiDlinan2

3 Survei indeks kepuasan masysrakat setiap I tahun seka.li

12
Evaluasi Kineia
Pelaksana

a Puskesmas Waode Buri.

DEwl PURflAMA SHANTY. S.Tr.Keb
NtP.r989t205 20t l0t 2 009
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e PEIERII{TAII KTAI'PATET BITTOT UTARA
DITAA IGAEIIA?AI{

PUAXEEUAA WAODE BI'RI
rrl, Poror Erctc Wrode Burl Kodc Por 93672

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSKESMAS WAODE BURI

9.sarder Bcraalltr

Pe asuhan norrlral anait ukan

Kepala Puskesmas Waode Buri,

Ilo!rponc! UreLD
I Produk Pelavanan I

1
Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 38 Tahun Nomor 4
Tahun 2019 tentang Kebidqnan;

2 Undang - U Nomor 36 Talgn 2OO9 Tentang Kesehatan;

3
Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang
Praktik Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NoEor 43 Tahun
2019 Tentang Puskesmas;

5 Peraturan Menteri Keaehatan Republ.ik lndonesia Nomor 46 Tahun 2015
tentang Alcedits,si fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

2 Dasai Hukum

6
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2012
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangal.

tentang Siste

3 Persyaratan Pelayanan Persvaratan Administr'asi :

a. Foto copy KK/KIP
b. foto copy kartu BPJS
c. Buku KIA

I keluarga pasien mendaJtarka-n pasien
2 petugas melakukan premeriksaan
3 petugas melakukan observasi pasien
4 Bila pasien belum inpartu bisa pulang dulu
5 Pasien inpartu di observasi sampai melahirkan
6 Pasien melenckaoi administrasi Dersa.linan sesuai densan metode

4
Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

7 Pctugas mclakukan pcncatatan/dokumentasi pelayanan
5 Jatlgka Waktu 24 iam atau lebih

6
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Uta-ra Nomor 1 Tahun
2024 Tentanc Paiak Daerah Dan Retribusi Daerah

I Alat Tulis Kantor
2 Kursi/meia
3 Partus set
4 Bengkok
5 Tempat sampah medis dan non medis
6 Buku Register persalinan
7 APD
I Timbangan bayi
I Tensi meter
10 Stetoskop
11 Bahan habis pakai
1.2 pakaian bersih ibu dan bayi

7
Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas

tempat pakaian kotor
1 Pendidikan minimal DIII Kebidaran

Memiliki surat tanda registrasi bidan (STR)8 Kompetensi Pelaksana
Memiliki surat izin pra-trtek bidan (SIPB)

1 Dilakuka! oleh atasan lanssuns
9 Pengawasan Internal

2 Dilaksanakan secara kontinu
3 Konsisten dalam memberil<an tesuran dan sanksi
4 Hubungari kerja yang baik (baik secara vertikal maupun horizontal)

l0 Jumlah Pelaksana Minimal 3 orang Bida-n

II Jaminal Pelayanan

diwujudkan dalam kual.itas proses layanan dan produk layanan yang
didukung oteh petugas yang berkotlpeten dan profesional dibidang tugasnya
dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, darl santun { senJmm,
aapa. salarn, santun, sopan dan sentuh)

I Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan
RaDat Tiniauan Manaiemen setiap 6 bul,an sekali12

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

2 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap I tahun sekali

Ntf.lvtvtlu, zur rul r ul.,v

4

Biaya/ Tarif

3


